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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Translitesari Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada Tabe I berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ .
Alif - -
[
: Ba’ B Be
(@]
Ta’ T Te
= Sa’ S Es dengan titik di atas
a Jim J Je
C Ha’ H Ha dengan titik di bawah
C Kha Kh Ka dan ha
>
Dal D De
> Zal Z Zet dengan titik di atas
’ Ra’ R Er
’ Zai Z Zet
Sin S Es
Syin Sy Esdan ye

Vi




Sad Es dengan titik di bawah
oz Dad De dengan titik di bawah
b o

Ta Te dengan titik di bawah
b e

Za Zet dengan titik di bawah
C ‘Ain Koma terbalik di atas
C Gain Ge
.

Fa Fa
© Qaf Qi
4
Kaf Ka
J Lam El
¢ Mim Em
J
Nun En
J Wau We
A
Ha’ Ha
g Hamzah Apostrof
¢ Ya’ Ye
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Hamzah (+) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
( fathah a a
\ kasrah i i
i dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
(s Fathahdanya’ ai a dani
5 Fathahdan wau au adanu
Contoh:
Casfd : kaifa

J 2 :haula
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3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
“ .. | " | Fathahdanalifatauya’ a a dan garis di atas
Kasrahdanya’ [ Idangaris di atas
s
o Dammahdan wau u Udangaris di atas
Contoh:
<l :mata
(e i, [ rama
‘L2 :gila
&oges :yamutu

4. Ta marbitah
Transliterasi untuk ¢ta’ marbutah ada dua, yaitu t@’ marbitah yang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbitah itu ditransliterasikan dengan ha [h].



Contoh:

J\.da\ﬂ 155 :raudhah al-athfal
Aol aasl : al-madinah al-fadhilah
1Sl : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau zasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid = ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

(tey . rabbana
[Fhe : najjaina
35l : al-haqq
(;_}j : nu“ima
futs ¢ . aduwwun

Jika huruf s ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

(=), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

133
\

: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)



le : *Arabi (bukan ‘Artabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf d‘(alif

lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf gamariyah.
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-).

Contoh:
S : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
rap : al-zalzalah(az-zalzalah)
aazdin) : al-falsafah
ST - al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

090 : ta’murina
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}}U\ s al-nau
éu-:fv . syai’'un
Ssads cumirt
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata
al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi
secara utuh.
Contoh:
Syarh al-Arba’in al-Nawawi
Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah
9. Lafz al-Jalalah
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai muddafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:
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&) Ensdinullah Y billah

Adapun ta@ 'marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

A 32%5 3 Ahum i rahmatillah

10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR).
Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasiul

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazr unzila fihi al-Quran

Nasir al-Din al-Tust
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Nasr Hamid Abii Zayd
Al-Tafi
Al-Maslahah fi al-Tasyri’ al-Islami
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu.
Harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi.

Contoh:

Abi al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abi al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abii Zaid, Nasr Hamid (bukan, Zaid
Nasr Hamid Abu

11. Daftar Singkatan

Swt = Subhanahu Wa Ta ‘ala

Saw = Sallallahu ‘Alaihi Wasallam

Gisa =Gerakan Indonesia Sadar Asministrasi
Ktp = Kartu Keluarga

0S../..:4 =QSal-Bagarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

uu =Undang-Undang

WNI =Warga Negara Indonesia

SOP =Standart Operating Procedures
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ABSTRAK

Wardaniar, 2022. “Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota
Palopo”.Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Rahmawati, M.Ag dan
Sabaruddin, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang implementasi Undang-Undang No 24 tahun
2013 tentang administrasi kependudukan di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara,
Kota Palopo. Penelitian bertujuan: Guna mengetahui implementasi pemenuhan
administrasi- kependudukan yang dilaksanakan pada instansi Kelurahan Balandai
Kota Palopo, serta dapat memahami pelaksanaan atau proses pengurusan admistrasi
kependudukan di Kelurahan Balandai Kota Palopo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif (lapangan),
artinya suatu peneliti yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan
mengangkat data-data atau fakta yang ada di lapangan khususnya di Kelurahan
Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Penelitian ini di khususnya tentang
Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan. Pendekatan yang dilakukan dalam peneliti adalah pendekatan yuridis.
Adapun informan penelitian di Kantor Kelurahan Balandai. Sumber bahan data yaitu
primer diambil dari hasil wawancara dan sumber bahan sekunder diambil dari
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan data diperoleh dengan cara
observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai,
Kecamatan Bara, Kota Palopo Telah Terimplementasi secara maksimal. Karena Pihak
kelurahan telah melakukan sosialisasi kepada RT/RW untuk menghimbau
masyarakatnya agar memperhatikan pembuatan identitas kependudukan. Pandangan
Islam Terhadap Masyarakat Yang Tidak Memenuhi Hak Atas Identitas Anak di
Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo yaitu meski tidak ada nash al-
qur’an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak tersebut
selain sistem administrasi yang pernah diterapkan pada masa Khalifa Umar Bin
Khattab, namun dalam islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna
tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu hukumnya wajib. Islam tidak
melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan
membawa masalah bagi anak, oleh karena itu, tidak ada halangan sedikitpun dari
Islam untuk mencatatkan kelahiran. Sehingga dianjurkan agar masyarakat yang
belum mengurus Akta Kelahiran Untuk dapat mengurusnya sesuai dengan ketentuan
hukum Negara tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran
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ABSTRACT

Wardaniar, 2022. "Implementation of Law Number 24 of 2013 concerning
Population Administration in Balandai Village, Bara District, Palopo City".
Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo
State Islamic Institute. mentored by Dr. Rahmawati, M.Ag and Sabaruddin,
S.HI., M.H.

This thesis discusses the implementation of Law No. 24 of 2013 concerning
population administration in Balandai Village, Bara District, Palopo City. The aims
of the research are: to find out the implementation of the fulfillment of population
administration carried out in the Balandai Sub-district, Palopo City, and to be able to
understand the implementation or process of managing population administration in
the Balandai Village, Palopo City.

The type of research used is qualitative (field) research, meaning that a
researcher is carried out systematically, regularly and in depth by collecting data or
facts in the field, especially in Balandai Village, Bara District, Palopo City. This
research is specifically about the Implementation of Law Number 24 of 2013
concerning Population Administration. The approach taken by the researchers is a
juridical approach. As for the research informants at the Balandai Village Office. The
primary data source is taken from the results of interviews and the secondary material
source Is taken from documents related to research and data obtained by means of
observation, interviews and documentation.

The results of this study indicate that: Implementation of Law Number 24 of
2013 concerning Population Administration in Balandai Village, Bara District,
Palopo City has been maximally implemented. Because the Kelurahan has conducted
outreach to RT/RW to urge the community to pay attention to making a population
identity. Islamic Views on People Who Do Not Fulfill the Right to Child Identity in
Balandai Village, Bara District, Palopo City, namely, although there is no text of the
Qur'an that directly regulates the registration of the birth of a child other than the
administration system that was implemented during the time of Caliph Umar Bin
KhattabHowever, in Islam it is regulated that an obligation that will not be complete
without something, then doing something is obligatory. Islam does not forbid the
birth of a child being registered because birth registration aims to bring problems to
the child, therefore, there is not the slightest hindrance from Islam for registering
births. So it is recommended that people who have not arranged for a birth certificate
to be able to take care of it in accordance with the provisions of the law of the
country.

Keywords: Implementation, Population Administration, Birth Certificate
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BAB 1
PENDAHULAN

A. Latar Belakang
Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertujuan agar

melindungi asal usul seoarang anak atau kata lain dilindungi oleh hukum, seorang
anak tidak memiliki akta kelahiran, misalnya jika kelak anak ingin melakukan
perbuatan hukum tertentu, contohnya menuntut harta warisan orang tuanya maka
anak akan mengalami kesulitan kerena secara hukum tidak dapat membuktikan
bahwa dia adalah anak kandung dari orang tua yang meninggal harta warisan. *

Implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau
membandingkan antara hasil akhir dari program tersebut dengan tujuan kebijakan.
Jadi secara sederhana implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan.
Penerapan atau pelaksanaan yang dimaksud adalah suatu proses yang dinamis,
pelaksanaan kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya
akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu
sendiri.?

Teori yang dijelaskan diatas dikaitkan dengan hasil penelitian dilapangan
mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Admnistrasi
Kependudukan dalam penerbitan akta kelahiran anak sudah berjalan sesuai dengan

teori yang disebutkan yaitu penerapan atau pelaksanaan yang dimaksud berupa proses

!Diana Prisilia Eka Trisna, dkk, Implementasi Undang-Undang, Peneritan Akta Kelahiran,
Anak Luar Nikah, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2018. 177

’Diana Prisilia Eka Trisna, dkk, Implementasi Undang-Undang, Peneritan Akta Kelahiran,
Anak Luar Nikah, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2018. 178



yang dinamis, dimana pelaksaan kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, yang
pada akhirnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan
itu sendiri.?

Anak yang memiliki akta kelahiran, maka ia akan lebih mudah membuktikan
tentang asal usul kelahirannya. Sehingga setiap kelahiran itu perlu memiliki bukti
tertulis dan otentik untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dari akta kelahirannya yang
dikelurkan oleh suatu lembaga pencatatan sipil yang berwenang dan menerbitkan
Kutipan Akta Kelahiran.

Berkaitan dengan berbagai masalah kependudukan yang terjadi, Pemerintah
berusaha memperoleh data tentang peristiwa kelahiran yang terjadi ditengah
masyarakat maka setiap kelahiran perlu didaftarkan di Kantor Catatan Sipil guna
mendapatkan akta kelahiran. Kependudukan hukum dan status seseorang itu dapat
dilihat sewaktu-waktu dengan memiliki alat bukti yang otentik. Penerbitan akta
kelahiran dikelurkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Administrasi Kependudukan.*

® Diana Prisilia Eka Trisna, dkk, Implementasi Undang-Undang, Peneritan Akta Kelahiran,
Anak Luar Nikah, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2018. 178

*Diana Prisilia Eka Trisna, dkk, Implementasi Undang-Undang, Peneritan Akta Kelahiran,
Anak Luar Nikah, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2018. 177



Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan
perlindungan terhadap hak individu penduduk bagi warga Negara, dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Seluruh
masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat 60 hari untuk membuat
akta kelahiran. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan berbunyi:

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak
kelahiran.”

Pasal di atas telah memberikan perintah kepada setiap warga negara untuk
melaporkan setiap kelahiran anak sebagai upaya perlindungan hukum demi
mewujudkan kepastian dalam bentuk pengakuan oleh negara berupa akta kelahiran.
Akta kelahiran mempunyai pengertian yaitu sebuah akta yang wujudnya berupa
selembar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak
yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat
yang berwenang.®

Seringkali permasalahan Akta Kelahiran selesai dengan waktu yang relatif
lama. Hasil observasi awal dengan Staf Kantor Kelurahan Balandai Kecamatan Bara
Kota Palopo atas nama ibu Rahmati, bahwa waktu penyelesaian pembuatan Akta

Kelahiran adalah sehari jika semua persyaratan dinyatakan lengkap, sehingga

*Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan
SSrinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal dan Novitarini Wiri, Publik Hak Masyarakat dalam
Bidang Identitas, Cet. 2. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003. 19



Menyebabkan pembuatan Akta Kelahiran untuk masyarakat tidak dapat diselesaikan
dalam satu hari.”

Bentuk dari hak sipil yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap anak
yang terlahir ke muka bumi adalah hak untuk mendapat pengakuan dan jati dirinya
yang terpatri dalam nama dan keturunan (nasab). Anak berhak mendapatkan nama
dan identitas diri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Untuk nama anak,
Allah SWT telah mengisyaratkan dalam al-Quran, bahwa anak harus diberi nama,

Sebagaimana Quran surah al-Kahf 18: Ayat 46 berikut ini:®

2 A e 2 b -
- - @’./ P P o . /9,.4/ R ,.a..‘// 9,.4../ _ }/9.4/ 2 -l
él:g) Aﬂgﬁ}cﬂba}'_«aﬂcx_z.e_‘njb L...:.U‘ fﬁ?;“ 4.,.3/) Q).,..J‘) JLA.”

Terjemahnya:
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang
terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk
menjadi harapan”.®(QS. Al-Kafh (18):46)

Terkait pencatatan kelahiran anak oleh Negara, tidak ada Nash al-Quran yang
secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang bayi tersebut. Masalah ini

masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antara sesama manusia.Meskipun tidak

diatur ekspisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Islam diatur

"Rahmawati,Wawancara,27 September 2022

8Candra, Aspek perlindungan anak Indonesia Analisis tentang perkawinan dibawah umur, 75

Kementrian Agama R, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung al-Qur’an al-kahf, Oktober
2022.18)



bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka
mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib.*

Perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa Yyang
dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang
terhadap anak dengan memenuhi kebutuhan hak dasar anak sehingga anak dapat
hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi dari tindak kriminal
kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah
dari Allah."*

Hak anak dalam mendapatkan identitas yang diakui oleh Negara, salah
satunya yaitu akta kelahiran, Akta kelahiran mempunyai arti yang penting bagi diri
seorang anak dalam menyiapkan identitas diri, Khususnya mengenai kepastian hukum
anak tersebut'®. Kelahiran peristiwa hukum yang sangat berarti bagi manusia.
Hukum harus mengfasilitasi kerna berhubungan dengan perlindungan hak pada
setiap diri individu.

Legislasi nasional nama dan keturunan wajib tertuang dalam akta kelahiran
sebagaiman telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang
administrasi kependudukan dan Catatan Sipil. perspektif Islam hak sipil atau identitas
seorang anak disebut dengan konsep hifzun al-ird (pemeliharaan atas kehormatan)

dan hifzunan-nasb (keturunan/nasab).

¥Hasanudin, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. Islam memandang Akte Kelahiran dari
kemaslahatannya. 28 April 2004.

"1bnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, Jakarta; KPAI, 2007.

1250emartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti.Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi.
Yayasan Bina Profesi Mandiri. 2010,113.



Identitas Islam bagi anak sangatlah penting sejak awal kelahirannhya dan
harus segera diberi nama oleh orang tuanya. Selain pemberi nama, yang termasuk hak
sipil anak yang lain adalah hak untuk mencatatkan silsilah keturunan dari orang
tuanya. Di contohkan oleh Nabi SAW yang ketika itu mengangkat Zaid bin Haritsah.
Pada awalnya orang menyebut Zaid sebagai Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah
SWT menegurnya:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota
Palopo?

2. Bagaimana pandangan Islam terhadap Pemenuhan hak atas identitas anak pada
Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti dalam merumuskan permasalahan yang
menjadi objek dalam penelitian ini, maka peneliti ini bertujuan;

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara,
Kota Palopo.

2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap pemenuhan hak identitas anak pada

Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.



D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diberikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengetahuan agar
masyarakat lebih memahami pentingnya perlindungan atas identitas anak untuk
mendapatkan pengakuan oleh Negara dalam setiap perkembangan kehidupan
sosialnya

2. Manfaat praktis, dapat dijadikan sebagali bahan masukan atau informasi bagi
mahasiswa dan masyarakat, Untuk menambah wawasan dan cakrawala tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
kependudukan terhadap akta kelahiran di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara,
Kota Palopo.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 (satu) PENDAHULUAN, bab 1 ini tentang uraian latar belakang,
Alasan pemilihan judul dan permasalahan yang akan teliti, rumusan masalah
penelitian, dan sistem matis penelitian.

BAB Il (dua) KAJIAN TEORI, bab ini berisi tentang penjelasan mengenai
implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
administrasi kependudukan kelurahan Bara, Kota Palopo dan pertanggung jawaban
kependudukan kelurahan Bara, Kota Palopo mengenai tentang administrasi.

BAB Il (tiga) METODE PENELITIAN, bagian ini berisi tentang jenis

penelitian , sifat penelitian, sumber data, teknik pengumplan data dan teknis analisi



data.
BAB IV (empat) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini
memberikan gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian.

BAB V (lima) PENUTUPAN, Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil

penelitian yang telah dila i tentang saran sebagai solusi dan

permasalahan.



BAB 11
KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1)  Penelitian ini sudah dilakukan oleh Ahmad Sarbini, Aji Ratna Kusuma,
Achmad Djumlani (2016), Dengan judul “Implementasi Kebijakan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara” Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kutai Kartanegara dengan proses
penerbitan KTP-el tapi dalam pelaksaannya belum berjalan secara optimal di tandai
dengan banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan berupa e-
KTP."

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus
penelitian yang membahas tentang implementasi Undang-Undang No 24 Tahun 2013
sekaitan dengan administrasi kependudukan.Adapun perbedaan penelitian yaitu
terletak pada lokasi penelitian.

2) Harod Novandi, Artikel dengan judul “Indonesia Maju Dengan Tertib
Adminitrasi  Kependudukan” Tertib adminitrasi  kependudukan (adminduk)

merupakan hal fundamental dalam tata kelola kehidupan bernegara yang patut

BAkhmad Sarbini, dkk (2016) Jurnal : “Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Katarnegara” (Universitas Mulawarman), Samarinda.
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dipenuhi. Kesadaran masyarakat untuk memiki dokumen kependudukan dan
mengurusnya dari awal pun diharapkan meningkat, termasuk dengan dicanangkannya
Gerakan Indonesia. Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Sampai saat ini
kesadaran tertib administrasi kependudukan (adminduk) masihbelum merata dan
sepenuhnya terbangun di masyarakat. Kerap kali masyarakat juga baru akan
mengurusnya setelah ada keperluan atau benturan dengan pelayanan public lainnya.
Padahal adminduk memberikan memiliki peranan penting sebagai pengakuan Negara
terhadap penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap warganya.*
Persamaan penulis dengan penelitian di atas yaitu pada objek penelitian, yang
membahas tentang administrasi kependudukan.Adapun perbedaannya yaitu terletak
pada fokus permasalahan penelitan, penelitian penulis lebih berfokus pada
implementasi UU No 24 Tahun 2013 dan juga fokus pada pertanggung jawaban
kependudukan mengenai administrasi kependudukan.
3) Penelitian ini sudah dilakukan oleh Parmohonan Siregar (2016), dengan judul
“Pengaruh Implementasi Kebijakan Kependudukan dan Kualitas Pelayanan
Masyarakat Terhadap Kepuasan masyarakat dalam Perbuatan KTP Elektronik”
Penelitian dalam penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana
pengaruh implementasi kebijakan kependudukan terhadap kepuasan pemohon KTP
Elektronik pada Catatan Sipil Bekasi Selatan .Hipotesis yang akan diuji dalam

penelitian ini adalah. Diduga secara teoritik besaran pengaruh implementasi

Y“Harod Novandi, (2021) Artikel: ”Indonesia Maju Dengan Tertib Administrasi
Kependudukan” (Kabar Revolusi Mental) Jakarta.
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kebijakan kependudukan dan kualitas pelayanan secara bersama-sama terhadap
kepuasan pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada Kantor Catatan Sipil Kota
Bekasi Selatan ditentukan oleh demensi prosedur tidak sulit, Persyaratan simple,
Pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.™

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yaitu terletak pada pengkajian
permasalahan yaitu mengenai administrasi kependudukan.Adapun pebedaannya yaitu
pada metode penelitian, penelitian di atas menggunakan metode penelitian
eksplanatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis
empiris.
4) Penelitian ini sudah dilakukan oleh Lis Febrianda (2009), dengan judul
“Rekonstruksi Reguler Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh
Birokrasi Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara’ Fokus
utama pelayanan disertasi ini adalah Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
oleh birokrasi pemerintah masih sarat dengan kompleksitas pemersalahan yang tidak
hanya menyangkut persoalan pola hubungan kekuasan saja tetapi berbagai stigma
negative yang melekat pada birokrasi pemerintah masih menjadi kendala utama.
Gerakan reformasi menghendaki birokrasi memiliki netralitas politik, transparan,
responsif, dan akuntabel. Namun harapan publik untuk melihat adanya perbaikan
kualitas pelayananan kependudukan dan pencatatan sipil sering tidak terwujud,

sehingga dalam Surat Edaran Menteri PAN No. 10/M.PAN/07/00, administrasi

Parmohonan Siregar, (2016) Tesis : “Pengaruh Implementasi Kebijakan Kependudukan Dan
Kualitas Pelayanan Masyarakat Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perbuatan KTP Elektronik
Pada Kantor Catatan Sipil Bekasi Selatan” (Universitas Prof .Dr. Moestopo (Beragama)), Jakarta
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kependudukan dan pencatatan sipil memperoleh kualitas utama dalam penenganan
peningkatan kualitas pelayanan.®

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu pada jenis

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan
penelitian yaitu pada pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan
penelitian deskriptif, adapun penelitian di atas menggunakan pendekatan penelitian
sosio-legal.
5) Penelitian yang sudah dilakukan oleh Nur Syariah (2020), Dengan judul
"Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pencatatan sipil kabupaten Kampar. Penelitian ini dilatar belakangi masih banyaknya
ketuhanan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan pada dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kampar.

Peneliti melakukan penelitian ini guna untuk mengetahui administrasi
kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kampar
serta hambatan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan pada dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kampar. Sumber penelitian ini peneliti
menggunakan data primer dan data sekunder untuk memperoleh data.Adapun teknik

pengumpulan data dalam Skripsi ini penulisan menggunakan teknik wawancara,

Lis Febrianda, (2009) Disertasi : “Rekonstruksi Reguler Pelayanan Kependudukan
Pencatatan Sipil Oleh Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Adminstrasi Negara”
(Universitas Diponegoro) Semarang.
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observasi, dokumentasi dan penyebaran questioner.’

Persamaan penelitian ini yaitu pada permasalahan yang dibahas tentang
administrasi kependudukan. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu pada fokus
permasalahan yang diangkat, penulis lebih berfokus kepada implementasi UU tentang
administrasi kependudukan, sedangkan penelitian di atas lebih berfokus pada analisis
pelayanan administrasi di dinas kependudukan.

B. Kajian Teorli
1. Konsep Implementasi
a. Pengertian

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan
setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin  Usman,
implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme
suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang
terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.'®

Beberapa peneliti menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi
yang berbeda, Namun pada dasarnya setiap kebijakan public selalu ditindaklanjuti
dengan implementasi kebijakan.*® Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan

tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan di kuatkan dengan

YNur Syariah, (2020) Skripsi : “Analisis pelayanan administrasi kependudukan pada dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kampar” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim), Riau Pekan Baru

¥Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis kurikulum, Grasindo, Jakarta,2002, Hal.70

YAkib, Haedar dan Kreteria pengukurannya,“’Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008,
Uniersitas papabrik Makassar.
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pernyataan, bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan
tidak akan berhasil kebijakan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, konsep implementasi intinya adalah
bentuk kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output)
yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group)
sebagai upaya untuk meujudkan suatu kebijakan.?’Implementasi biasanya dilakukan
setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksaan
yang berasal dari kata bahasa inggris implement yang berarti melaksanakan.?

Menurut Leo Agustino, dalam bukunya dasar kebijaka public (2008:139)
mengatakan, bahwa Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang dapat
berlaku sesuai dengan kondisinya, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu
aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang
sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.?

Defenisi di atas dapat disimpulkan, bahwa implementasi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana
pendukung berdasarkan aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan, Secara umum implemetasi adalah suatu proses untuk melaksanakan

kebijakan dari politik ke dalam administrasi.

Ppyranto dan Sulistyatuti, Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan,
Jakarta; Bumi Aksara 1991.

', Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta,Bumi
Aksara,2013,56.

22Agustiono, implementasi kebijakan model van meter dan van horn http/kertyaitaradya.
wordpre ss, di akses 5 september 2010.
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b. Faktor yang mempengarui implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua
variabel besar, yakni isi kebijakan (Content of Policy) dan lingkungan implementasi
(Context of Implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup;?

1. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.

2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh masyarakat diwilyah
slumareas lebih suka menerima program air bersih atau peristrikan dari pada
program Kkredit sepeda motor.

3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan .

4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan

mencakup;
a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para
actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
c. Tingkat kepatuhan dan responvisitas kelompok sasaran.

Mengupayakan suatu keberhasilan kebijakan maka tantangan tersebut harus
dapat teratasi dengan sedini mungkin. Suatu sisi lain bahwa untuk mencapai
keberhasilannya ada banal variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakanbaik
yang bersifat individual maupun kelompok institusi. Implementasi dari suatu program

melibatkan upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku berokrat sebagai

“Marile S. Gridle (Dalam Buku Budi Winarno). Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media
Pressindo, Yogyakarta, 2002, 21
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pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok
sasaran. Berbagai sistem politik, kebijakan public di implementasikan oleh badan
suatu pemerintah yang sesuai dengan kebutuhannya.
c. Ada dua hal unsur perubahan karakteristik yang paling penting yaitu:
1. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejaunmana kebijakan

Implementasi kebijakan menyimpang dari kebijakan sebelumnya. Untuk hal
ini perubahan ikremental leih cenderung menimbulkan tanggapan positifi dari pada
perubahan derastis (rasional), seperti telah dikemukakan sebelumnya perubahan
incrementalyang didasarkan pada pembuatan keputusan secara incremental pada
dasarnya merupakan rimidial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap
ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini daripada mempromosikan tujuan
sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan
pada keputusan rasional yang lebih beroriantasi pada perubahan besar dan mendasar.
Akibatnya peluang yang terjadi konflik atau ketidak sepakatan antara pelaku pembuat
kebijakan akan sangat besar.
2. Proses implementasiakan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang
diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga
pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara derastis. Kegagalan
program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap

struktur dan prosedur administrasi yang ada®*.

%M. Yogi Iskandar, Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Administrasi Kependudukan, Jember;2021.26
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d. Implementasi Kebijakan
Ahli mengatakan bahwa: policy implementation is essentially a practical
activity, as distinguished form policy formulation, which is essentially theoretical.
(implementasi kebijakan pada dasarnya adalah kegiatan praktis di bedakan
dariperumusan kebijakan yang essentlly teoritis®
Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar,
biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk pemerintah
atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan atau badan peradilan
lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan
secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk
menstrukturkan atau mengatur proses implentasinya.®
Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan
tentang konservasi energi adalah George C. Edward Il dalam Mulyadi,
mengemukakan 4 (empat) variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan
yakni komunikasi sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variable
saling berhubungan.”’
1) Komunikasi
Keberhasilan implementasi suatu kebijakan mensyaratkan agar implementor

mengetahui apa yang harus dilakukannya. yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan

STaher, Arifin. Kebijakanpublik ~ dan transparansi pemerintah daerah.
Bandung:Aflabeta,2014

Taher Arifin, kebijakan publicdan transparansi pemerintah daerah. Bandung:Aflabeta,2014

*"Mulyadi, Deddy, studi kebijakan public dan pelayanan public. Bandung:Alfabeta 2015
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harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi
implementasi.
2) Sumberdaya

Sumberdaya dapat berujud - sumberdaya manusia, Yyakni kompetensi
implementor dan sumberdaya financial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk
implementasi keibijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di
kertas menjadi dokumen saja.
3) Disposisi

Disposisi merupakan sifat, atak dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang
implementor.Contohnya seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis seorang
implementor. Apabila seorang implementor memiliki sifat disposisi yang baik, maka
dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4) Struktur Birokrasi

Aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur
operasi yang standar (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi
pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu
panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red/tape, yakin
prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan
aktivitas organisasi tidak fleksibel.Pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa
keempat variable tersebut merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dan

saling berhubungan satu sama lain sehingga untuk mencapai keberhasilan
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implementasi kebijakan perlu dilakukan secara sinergi dan intensif.

Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran dapat
ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan danah telah siap telah disalurkan
untuk mencapai sasaran.®® Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan
faktual dapat dinyatakan, bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap
implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan
implementor, yaitu;

1) Kepatuhan implementor mengikuti apa yang perintahkan oleh atasan,

2) Kemampuan implementor melakukan apa yang di anggap keputusan pribadi
dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non organisasional atau pendekatan
faktual.

Pengertian tersebut dapat dipahami, bahwa agar pelaksanaan implementasi
kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu dilakukan persiapan
yang matang dengan tersusunnya program kegiatan dan tersedianya keuangan yang
cukup serta tersalur dengan baik serta kesiapan para implementor di lapangan dalam
menghadapi penolakan dari masyakat.

2. Administrasi Kependudukan dalam Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013
(Akta Kelahiran)

a) Pengertian Akta Kelahiran
Akta sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran,

Perkainan, penceraian disebutkan bahwa akibat hukum bagi kehidupan yang

%Mulyadi, Deddy. Studi kebijakan public dan pelayanan public.Bndung;Alfabeta,2015.
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bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Dengan adanya akta
akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran
adalah identitas diri anak yang wajib diberikan saat kelahirannya. Menurut R. Subekti
dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, bahwa kata"acta” merupakan
bentuk jamak dari kata"actum"yang berasal dari bahasa latim dan berarti petbuatan.?
identitas anak sangat penting, adapun fungsi utama akta kelahiran yaitu:
1. Menjelaskan hubungan secara hukum antar seorang anak dengan orang tuanya
dalam Akta kelahiran disebutkan identitas bapak dan identitas ibu.
2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki
seorang anak. Akta kelahiran tersebut membuktikan bahwa anak lahir di Indonesia
dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
Akta kelahiran berguna bagi anak dalam berbagai keperluan, diantaranya:
1. Syarat untuk sekolah bagi si anak kelak.
2. Membuat identitas lain, seperti kartu keluarga atau kartu tanda penduduk.
3. Mencari pekerjaan.
4. Menikah.®
Akta sebagai surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan
untuk di pergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat®*.Akta adalah

surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari

R, Subekti dan R.Tjityosedibio,kamus hukum, Jakarta;penerbitpradya paramita.1980

%05ri Nurbayanti Herni, Rofiandri Ronal dan Novitarini Wini, Publikasi Hak Masyarakat. 20

1A, pitlo, pembuktian dan daluarsa, terjemahan M.lsa Arif, Jakarta; penerbit PT,Intermasi,
1978
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pada suatu hak atau perikatan,yang dibuat pada semula dengan sengaja untuk
pembuktian.**Bertitik tolak dari definisi tersebut di atas, jelaslah bahwa tidaklah
semua surat dapat di sebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi
syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Adapun syarat-syarat yang harus di
penuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah:

1) Surat itu harus ditandatangani

Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan
dalam pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi;

“’Suatu akta, yang kerena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termasuk
diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai
akta autenti, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan,
jika ditandatangani oleh pihak.***’

Bunyi Pasal tersebut diatas , jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta,
harus ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani oleh yang membuatnya, maka
surat itu adalah bukan akta. Dengan demikian jelaslah, bahwa tulisan yang tidak
ditandatangani diperuntukkan untuk pembuktian, seperti kereta api dan lain-lain
disebut akta. Tujuan dari keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat
disebut akta adalah memberi cirri-ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta,
sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai cirri khas tersendiri yang tidak

mungkin sama dengan tanda tangan orang lain.

%25udikno mertokusumo, hukum acara perdata di Indonesia, yokyakarta;peneritliberty,2002
Tim Yuridis.id, KUHP Perdata(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):Senin, 15
November 2021
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2) Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan.

Sesuai dengan peruntukan suatu akta sebagai alat pembuktian demi kepastian
siapa surat itu, maka jelas, bahwa surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang
dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu
dan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum
yang disebut dalam surat, dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan, atau jika
surat itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar
dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin
surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.

3) Surat itu diturunkan sebagai alat bukti

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat itu harus
diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu surat dibuat untuk menjadi bukti,
tidak selalu dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan
keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang pedagang untuk menegaskan suatu
persetujuan yang telah dibuat untuk pembuktian.*

Akta kelahiran dicatatan dan disimpan di Kantor Catatan Sipil dan
Kependudukan. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak,
tentang kepastian hukum si anak itu sendiri. Mengenai pelaporan kelahiran, diatur
dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan.

*A. Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa, Terjemahan M. Isa Arif, Jakarta; Penerit PT, Intermasa,
1978, 53
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Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Administrasi Kependudukan, Akta kelahiran itu begitu besar manfaatnya , Karena
dapat kita lihat hampir setiap urusan kita membutuhkan akta kelahiran, namun
demikian masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka
sering menunda pengurusan karena malas, bahkan masi ada yang tidak mengurusnya
sama sekali.

Pembuatan Akta Kelahiran dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak
persalinan. Setiap Kelahiran harus dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung
upaya pencatatan kependudukan secara akurat, Sebagaimana diamanahkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pembatasan jangka waktu pelaporan ini akan
menentukan jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan prosedur pembuatannya.
Misalnya untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (Satu) tahun
dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Persyaratan untuk memperoleh akta kelahiran anak yaitu:

1. Pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan penerbitan
kutipan akta kelahiran.*®

2. Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan kutipan Akta
Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya

atau keberadaan orang tuannya,di dasarkan pada laporan orang yang menemukan

%pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan



24

dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.*®

3. Pencatatan  kelahiran penduduk warga Negara Indonesia dilakukan
denganmemenuhi syarat berupa:*’

a) Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran.

b) Nama dan identitas saksi kelahiran

¢) KK (Kartu Kelurga) orang Tua

d) KTP (Kartu Tanda Pengenal) orang Tua

e) Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

4. Pencatatan peristiwa kelahiran dilakukan dengan memperhatikan: *

a) Tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia.

b) Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia.

c) Tempat domisili ibunya Bagi penduduk Orang Asing.

d) Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing.

e) Orang Asing pemegang Izin Kunjungan.

f) Anak yang tidak di ketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

5. Formulir Surat Keterangan Kelahiran ditandatangani oleh pemohon dan
diketahui oleh kepala Desa/lurah. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan
Formulir secara keterangan kelahiran kepala UPTD Instansi pelaksana untuk di

terbitkan kutipan Akta kelahiran. Pejabat pencatatan sipil pada instansi

%pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan.

%"pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil.

%8pasal 51 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil.
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pelaksana/UPTD Instansi pelaksana mencatat dalam Register Akta kelahiran dan

meneritkan kutipan Akta kelahiran dan menyampaikan kepada kepala desa/lurah

kepada pemohon.*

6. Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia dilakukan dengan tata
cara:

1) Penduduk warga Negara Indonesia mengisi formulir Surat Keterangan kelahiran

dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan

menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada instansi pelaksana.

2) Pejabat pencatatan sipil Pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta

kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

7. Pencatatan Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan

orang tuanya dilakukan dengan tata cara*:

1) Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan

menyertakan Berita Acara Pemeriksa Kepolisian.

2) Pejabat mencatat Sipil pada Instansi pelaksana mencatat dalam Register Akta

Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pencatatan kelahiran anak,

memberikan keadilan terhadap anak, sebab memperoleh perlindungan hak menurut

%pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

“pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk Dan Pencatatn Sipil.

*pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
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hukum.** Dan pada prinsipnya pencatatan kelahiran adalah hanya sebuah catatan
administrative dianggap penting karena data yang ada di dalam akta kelahiran dapat
digunakan sebagai bukti jati diri bagi si anak, sehubungan dengan hak waris atau
klaim asuansi dan pengurusan hal administrative lainnya seperti tunjangan keluarga,
paspor, KKTP, SIM, pengurusan perkawinan, perizinan, mengurus beasiswa.*

Dasar aspek hukum pencatatan kelahiran dalam usaha perlindungan anak
merupakan suatu wujud dari kekuatan suatu pembuktian tentang status seorang anak
yang baru dilahirkan, dimana dengan status maka diketahui siapa orang tuanya yang
memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendididiknya. Maka aspek hukum
pelaksanaan pencatatan dalam usaha perlindungan anak memberikan suatu keadaan
bahwa pencatatan tersebut akan memberikan bukti kedudukan anak baik itu
statusnya, maupun juga orang tua dan keluarganya.

Sehingga pelaksanaan pencatatan tersebut dituangkan dalam suatu bentuk
akta yaitu Akta Kelahiran, tanpa akta kelahiran, seseorang tidak ’ ada’’ secara
hukum, demikian tidak memiliki akses legal yang memberikan hak perlindungan

sebagai bagian dari suatu bangsa. Maka dari itu semua masyarakat harus melaporkan

kelahirannya agar dibuatkan akta kelahiran.

*Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (Bandung;Penerbit
Pt Refika Aditama, 2014).

*Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan ( Bandung;Penerbit
Pt Refika Aditama, 2014) 117.
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b. Jenis Akta Kelahiran

Akta kelahiran dapat dibedakan menjadi empat jenis, sebagaimana dikemukakan
sebagai berikut:*
1. Akta Kelahiran Umum

Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan
kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undanga,
yakni 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan
Eropa selama 10 hari Kerja. Inti dari akta kelahiran umum adalah disampaikan dalam
60 hari kerja sejak kelahiran.
2. Akta Kelahiran Istimewa

Akta Kelahiran Istimea adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan
laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu pelapor yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undang. Batas waktu yang dilampau adalah
melebihi 60 hari.
3. Akta Kelahiran luar biasa

Akta Kelahiran luar biasa adalah Akta kelahiran yang diterbitkan oleh kantor
Catatan Sipil pada Zaman Revolusi antara 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember
1949 dan kelahiran tersebtu tidak diwilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat.
4. Akta Kelahiran tambahan merupakan akta kelahiran yang dikelurkan oleh pejaat

yang berwenang terhadap orang yang lahir pada Tanggal 1Januari 1967 s.d. 31 Maret

*Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta; Sinar Grafika,
2001,h.42-43
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1983, yakni tunduk pada Stb. 1920 No.751 jo. 1927 No.564 dan Stb. 1933No. 75 jo.
1936 No. 607.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai akta kelahiran adalah suatu akta
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya
kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian hukum terhadap
kependudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti yang otentik yang man
sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum
seseorang itu.*

c. Fungsi Akta Kelahiran

Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang dikelurakan oleh

kantor catatan sipil mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai berikut.*®
1. Menunjukkan hubungan antara anak dan orang tuanya secarah sah didepan
hukum, Karena di dalam akat disebutkan nama bapak dan ibudari si anak.
2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan
dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak
mendapatkan perlindungan hak kewarganegaraan, seperti hak atas pendidikan, hak
atas kesehatan,hak atas pemukiman, dan hak atassistem perlindungan sosial.

Ditinjau dari hukum islam perlindngan hak-hak anak dalam suatu keluarga, dalam

masyarakat sebuah Negara Indonesia, harus diaplikasikan sesuai dengan prinsip,asas,

**Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), ( Jakarta; Sinar Grafika,
2001), 42-43

*®Henry S. Siswosoediro, Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas diri), Jakarta;
Visimedia,2008,.15
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dan tujun hukum yang berlandaskan syara’. Imam al-Syatibi memberikan rambu
untuk mencapai tujuan syar’at yang bersifat dharuriyyah, hajjiyah,dan tahsiniyyah
dan berisikan lima asas hukum syara’ yakni:

a. Memelihara agama/hifzh al-din;

Hifdzh Al-din secara bahasa adalah menjaga atau mempertahankan agama,
artinya Islam sangat menjunjung tinggi terhadap nilai keutuhan umat dengan
menumbuhkan rasa nasionalisme tinggi terhadap agama dan bangsa, sehingga hal
yang dapat mempengaruhi terhadap keutuhan Islam sangat diperhatikan, dengan
menumuhkan rasa nasionalisme itu islam membuat peraturan jihad (perang) bagi
siapa saja yang mencoba untuk untuk memperkeruh keutuhan umat, karena islam
sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan kesatuan dan islam.*’

Menjaga dan mempertahankan agama merupakan suatu keharusan bagi setiap
warga Negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan, terlebih lagi untuk mencapai
tujuan syariat dalam hukum syara’.

b. Memelihara jiwa/hifzh al-nafs

Hifdzh An-nafsi artinya menjaga dan mempertahankan jiwa. Setiap manusia
diberi kebebasan dan diberi hak untuk melindungi diri dari berbagai 6 Satria Effendi,
Ushul Figh, Jakarta: Kencana, 2008, h. 234 5 macam bentuk uaha-usaha yang dapat
melukai dirinya maupun orang yang menjadi tanggunganya (istri, anak, budak dan
yang menjadi tanggungannya). Untuk itu dalam Islam dibuat aturan seperti Ash-

shiyal (melindungi diri dari ancaman orang yang akan melukai atau membunuh

*Satria Efendi, Ushul figh, Jakarta: Kencana, 2008,h.234
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meskipun dengan cara membunuh orang itu untuk bertahan hidup.*

Memelihara atau mempertahankan jiwa merupakan keharusan bagi setiap
individu, sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh
Allah SWT kepada manusia.

c. Memelihara keturunan/hifzh al-nasl

Hifdzh al-nasl artinya menjaga keturunan. Demi menjaga kelestarian umat
diperlukan adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan keberlangsungan atau
eksistensi hidup, sebagai makhluk yang dipercaya oleh Allah menjadi khalifah di
bumi ini perlu kiranya manusia menyadari bahwa populasi sangat diperlukan. Hal itu
semata hanyalah sebagai upaya menjaga amanah dari Allah SWT. Untuk
mewujudkan itu semua diperlukan adanya peraturan yang menangani masalah itu,
dalam Islam di berlakukan hukum nikah lengkap dengan syarat rukun dan yang
berkaitan denganya semisal thalaq (cerai), ruju’ (kembali pada istri setelah
menjatuhkan talaq), khulu’ (gugatan dari istri minta di cerai suami), dan yang lainnya
seprti larangan zina dan nikah mut’ah (kawin kontrak).*

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhan dharuriyah adalah dengan
nikah dan dilarang berzina, tingkat hajiyat adalah dengan ketentuan menyebut mahar
pada aktu akad nikah, dan tingkat tahsiniyat dengan disyaratkannya khitbah dan

waliwah dalam perkawinan.

*Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta : Logos Wacana llmu, 1997,. 129
*Fathurrahman Djamil, Fiksafat Hukum Islam. Jakarta; Logos Wacana llmu,.130
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d. Memelihara akal/hifzh al-aql.

Akal merupakan nikmat dan kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia
dibanding dengan makhluk-makhluk-Nya yang lain. Dengan akal, manusia dapat
membuat hal-hal yang dapat mempermudah urusan mereka di dunia. Namun, apa
yang dimiliki oleh manusia tentu ada keterbatasan yang tidak boleh dilewati. Syaikh
al-Albani berkata, ,,Akal menurut asal bahasa adalah at-Tarbiyyah yaitu sesuatu yang
mengekang dan mengikatnya agar tidak lari kekanan dan kekiri.*°

Menjaga akal dapat dilakukan dengan menghindari makan dan minum yang
merusak dan tidak halal, menghindari diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu
yang tidak berfaedah.

e. Memelihara harta/hifzh al-maal

Hifdhu al-Mal artinya melindungi dan menjaga harta kekayaan dari ulah jahil
pihak lain. Begitu pedulinya Islam terhadap keutuhan umat, Islam memberikan hak
pada masing-masing untuk 'mempertahankan segala apa yang ada dalam
genggamanya sehingga diharapkan akan terwujud situasi yang kondusif aman
terkandali karena merasa punya hak dan kewajiban.™

Ketentuan hukum islam memiliki dasar, landasan, serta argumentasi yang bisa
diterima oleh akal manusia. Dalam islam perintah atau larangan tidaklah
diberlakukan tanpa maksud dan tujuan bagi pelaksana aturan tersebut, melainkan

untuk menjaga manusia dari kerusakan. Selain itu, Islam memerintahkan dan

Fathurrahman Djamil, FilsafatHukum Islam, Jakarta: Logos wacana llmu,.129-130
S'Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos wacana limu,.131
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melarang untuk melakukan sesuatu adalah bertujuan untuk menjaga serta melindungi
lima hal yang disebut magashid asy-syariah. Kelima hal itu adalah sebagaiaman telah
diuraikan diatas.

Muhammad Bin Ali merupakan Ulama Ushul Figh yang sepakat menyatakan
bahwa Pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah SWT Baik
kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Para ulama dalam menyimpulkan
hukum dari sebuah kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan
hukum Islam, sehingga hkum yang akan ditetapkannya sesuai dengan kemaslahatan
umat manusia.>*

Peraturan perundang-undangan nama dan keturunan diharuskan tertuang
dalam akta kelahiran sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Hak sipil ini
merupakan yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap anak terlahir adalah
identitas anak, seperti yang termaktub dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan
Anank Nomor 23 Tahun 2002, dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama
sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hal untuk mendapatkan pengakuan
akan jati dirinya yang terpatri dalam nama dan keturunan (Nasab).

Perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa Yyang
dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasing sayang

terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak dasar anak sehingga anak

52Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam, al-Mausu ah al-Fihiyyah, Jilid ke 4, Jakarta; PT.
Ichtiar Baru, van Hoeve, 199966,. 1108.
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dapat hidup, tumbuh dan berkemang secara optimal serta melindungi dari tindak
kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai
amanah dari Allah®, salah satunya dapat berupa memenuhi hak anak dalam
mendapatkan identitas yang diakui oleh Negara, salah satunya Akta Kelahiran.

C. Kerangka Pikir

Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

\4

Adimistrasi Kependudukan

\ 4 v

Bagaimana
implementasi pasal 27
ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang
Administrasi
Kependudukan
Kelurahan Balandai

Bagaimana pandangan
Islam terhadap
pemenuhan hak atas
identitas anak pada
Kelurahan Balandai
Kota Palopo

Hasil penelitian |

\ 4

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

53|lbnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut perspektif Islam, Jakarta; KPAI, 2007, 13.
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Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan
perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk bagi warga negara, yang harus
dipenuhi sejak kelahiran dengan cara dilaporkan kepada instansi pelaksana, yaitu
dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan, Seluruh masyarakt wajib melaporkan kelahiran
anak paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta

kelahiran.



BAB I11
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai implementasi
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di
Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Maka jenis penelitian yang
dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode yuridis empiris serta pendekatan dengan studi kasus.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan
(field research), artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan
mendalam dengan mengangkat data-data atau fakta yang ada dilapangan khususnya
di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Penelitian ini di khususkan
tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian
deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi
mengenai status pada gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada
saat penelitian dilakukan. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis
yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun,

dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan.®*

%4Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum cetakan ke 3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011)
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B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota
Palopo. Penelitian akan memberikan pemahaman lebih lanjut dan berfokus pada
penelitian terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan yaitu tentang bagaimana implementasi Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai,
Kecamatan Bara, Kota Palopo dan Bagaimana pandangan islam terhadap pemenuhan
hak atas identitas anak
C. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota
Palopo.

Definisi istilah ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan penafsiran
pembaca terhadap variabel yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain sebagai
berikut:

a. Implementasi dapat diartikan sebagai sebuah penerapan atau pelaksanaan suatu
hal. Aktivitas ini memiliki tujuan tersendiri, dalam penerapannya implementasi juga
di pengaruhi beberapa faktor .

b. Undang-Undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan
legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, Undang-Undang

disebut juga sebagai rancangan Undang-Undang.
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c. Administrasi dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan, mulai dari pengaturan
hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.
Adminitrasi tidak bisa dilakukan satu orang saja, karena membutuhkan kerja sama
antara dua orang atau lebih.

d. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur,
jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran,
mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial,
dan budaya.

D. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.
Data Primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan
menggunakan alat pengukur atau alat pengembalian data langsung pada subjek
sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang dijelaskan dalam penelitian
ini ialah data yang berkaitan dengan Kecamatan Bara terhadap Adminitrasi
Kependudukan.

Data Sekunder ialah data pendukung yang meliputi dokumen resmi di Kantor
kelurahan Balandai, Kecamatan Bara Kota Palopo yang berkaitan dengan topik
penelitian ini.

2. Sumber Data
Sumber data ialah subyek, dari mana data diperoleh. Bersumber data

merupakan sumber atau tempat informasi yang diperoleh, Adapun sumber data dalam
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penelitian ini sebagai berikut:
a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terkait permasalahan
yang dibahas.Jenis sumber data ini_diambil peneliti melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi.Dalam penelitian ini, sumber data utama dari waancara diperoleh
dari beberapa informasi di Kelurahan Bara Kota Palopo.
b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah
ada.Data sekunder yang digunakan yaitu hasil penelitian serta sumber data yang
diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari Buku, Skripsi, Jurnal, dan Media
internet serta data tambahan lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.
E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini sangat penting karena merupakan alat yang digunakan
untuk mendapatkan data dilapangan selama penelitian, seperti mengumpulkan data,
memeriksa data, mengambil suatu kesimpulan dari suatu masalah, mengelolah,
menganalisis hingga menyajikan data-data secara sistematis dan objektif dalam

mencapai tujuan masalah serta menyelesaikannya.
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Adapun alat-alat yang dipakai dalam penelitian berlangsung yaitu:
1. Laptop yang dipakai untuk mengelola semua data-data yang akurat
2. Kamera hp yang digunakan untuk merekam baik itu dalam bentuk audio atau
video dan pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara dan informasi yang
diberikan langsung.
3. Buku dan pulpen yang dijadikan bahan pencatatan hasil wawancara dilapangan.
F. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan dapat dikatakan sebagai pengumpulan data secara
langsung dengan mengamat, mendengar dan melihat dari lapangan.
2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu.Seperti percakapan
yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang memberikan
pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban dari pertanyaan
yang diajukan.

3. Dokumentasi

Merupakan informasi data yang terdapat dalam dokumen, majalah, buku,
catatan harian dan agenda.Dalam metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan
data yang dimiliki lembaga dan peneliti memformulasikan dan penyusunan dalam

bentuk laporan sesuai kebutuhan yang diperlukan.
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G. Pemeriksaan dan Keabsahan Data
Memeperoleh tingkat keabsahan data, teknik yang dipakai antara lain.

Ketekunan penguatan, yaitu serangkaian kegiatan yang dibuat secara terstruktur dan
dibuat dengan serius dan real sesuai dengan penelitian yang dipakai untuk
menemukan unsur-unsur _maupun ciri-ciri dalam keadaan yang relevan dengan
berakaitan persoalan maupun peristiwa yang sedang dicari kemudian difokuskan
secara terperinci dan ketekunan pengamatan secara mendalam.

H. Teknik Pengelolaan Data
a) Tahap Editing

Editing adalah teknik pengelolaan data dengan cara meneliti kembali data yang
harus diperoleh. Tahapan Editing yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni
menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan kalimat yang
baku dan mudah dimengerti. Peneliti akan menggunakan proses Editing terhadap
yang wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

b) Sistematika Data (Sistemating)

Sistematika data yaitu melakukan pengecekan terhadap data atau bahan yang
diperoleh secarah secara sistematis, terarah dan beratur dengan klasifikasi data yang
diperoleh.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode maupun cara untuk mengelolah data

menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut lebih mudah untuk dipahami

serta bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, langkah-langkah analisis
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data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data, adalah pengumpulan data dilokasi penelitian dengan
melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan menetukan strategi
pengumpulan data yang dipandang tepat untuk menentukan fokus serta pedalaman
data pada proses pengumpulan data.

b. Reduksi data, adalah proses pemilihan data menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian
rupa hingga kesimpulan dan verifikasi data.

c. Penyajian data, dalam penyajian data seluruh data dilapangan yang berupa hasil
wawancara dan dokumentasi dianalisis sesuai dengan teori yang telah di paparkan
sebelumnya.

d. Penarikan kesimpulan, yang merupakan kegiatan penggambaran secara utuh dari
objek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan

informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk yang cocok.



BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Profil Kelurahan

Gambar 1.2Kantor Kelurahan Balandai

s *‘('J’J:-':‘r,-'f-/!"' -4

Sumber: Kantor kelurahan Balandai 2022
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2. Status Kelurahan

Kelurahan Balandai merupakan bagian dari Kecamatan Bara Kota Palopo,
Kelurahan Balandai dimekarkan pada bulan mei 2006, status tanah Hak Milik dan
sudah bangunan sendiri.
3. Letak Geografis

Secara administratif Kelurahan Balandai memiliki latar belakang wilayah

perbatasan yaitu :

Tabel 1.1
1. | Sebelah Utara Kelurahan Temmalebba
2. | Sebelah Timur Teluk Bone
3. | Sebelah Selatan Kelurahan Salubulo
4. | Sebelah Barat Kelurahan Batang Kecamatan Wara Barat

Sumber Kantor Kelurahan Balandai 2022
4. Keadaan Wilayah dan Penduduk
1. Keadaan Wilayah
Kelurahan Balandai memiliki luas wilayah 5,60 Km terdiri dari daratan,
pegunungan dan pantai, Kelurahan Balandai memiliki 4 RW dan 18 RT Keadaan
Penduduk kurang lebih 5.057 jiwa dan kurang lebih 1.033 KK, jarak dari ibu kota
Kecamatan kurang lebih 0,5 km, jarak dari ibu kota atau kabupaten kota kurang lebih

4 km, jarak dari ibu kota provinsi kurang lebih 368 km.



Kelurahan Balandai Merupakan Wilayah Pendidikan karena:

Tabel 1.2
1. Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD 2 Buah
2 Sekolah Dasar Negeri 1 Buah
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buah
4. Sekolah Menengah Umum 1 Buah
5. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Buah

Sumber Kantor Kelurahan Balandai 2022
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Struktur Pengurus RT/RW dan LPMK Kelurahan Balandai

Gambar 1.3

Lurah

Sulkarnain B, SE

LPMK

DRS. Jamal Nasser
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Sumber Kantor Kelurahan Balandai 2022
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B. Pembahasan
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan

Administrasi  kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan
perlindungan terhadap hak individu penduduk bagi arga Negara, sejak kelahiran
dengan cara dilaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan
Pencatatn Sipil. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan, seluruh masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat
60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran. Pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
berbunyi:
“ Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.>®

Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal tersebut menyebukan
bahwa, “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan”, Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2)
yang menyatakan, ayat (1) “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan

dalam akta kelahiran™®. Semantara itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 di ayat

% Ppasal 27 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan

*® pasal 5, Pasal 27 Ayat (1) dan (2) , Undang-Undang Nomor 223 tahun 2002 Tentang
perlindungan Anak
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(1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jamainan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Akta kelahiran adalah identitas diri anak yang wajib diberikan saat kelahirannya.
Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, bahwa
kata"acta” merupakan bentuk jamak dari kata"actum™yang berasal dari bahasa latim
dan berarti perbuatan.>” Akta sebagai surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai
sebagai bukti dan untuk di pergunakan oleh orang, untuk keprluan siapa surat itu
dibuat®®.

Pelapor kelahiran untuk pencatatan kelahiran tersebut harus dapat terlaksana
dengan maksimal, demi hak-hak dasar anak yang dilahirkan, maka ketentuan aturan
tersebut harus terimplementasi dan dipahami oleh masyarakat agar bisa dengan
segera melaporkan kelahiran dan mengurus dokumen kelahiran pada saat anak lahir,
serta mendapat dokumen kelahiran anak berupa akta kelahiran.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksana dari sebuah rencana yang
sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah
perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman Implementasi
bermuara pada aktivitas,aksi tindakan atau adanya mekanisme sutau sistem.
Implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk

mencapaitujuan kegiatan®®

>'R, Subekti dan R.Tjityosedibio,kamus hukum, Jakarta;penerbitpradya paramita.1980

%8A, pitlo, pembuktian dan daluarsa, terjemahan M.lsa Arif, Jakarta; penerbit PT,Intermasi,
1978

**Nurdin Usman, Konteks Bebasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002.h.70
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Penduduk adalah individu atau sekumpulan individu yang berdomisili atau
bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di
wilayah tersebut. Pendapat lain menyebutkan arti penduduk adalah semua orang
(warga asli atau warga asing) yang bertempat tinggal di wilayah geografis suatu
Negara selama kurang lebih enam bulan, dan atau mereka yang berdomisili kurang
dari enam bulan namun memiliki tujuan untuk menetap.®°

Kebutuhan masyarakat terhadap penjelasan tentang pentingnya dokumen
kependudukan bagi anak merupakan kebutuhan mendasar untuk melindungi hak
anak, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengakuan status
hukum atas identitas yang diakui oleh Negara. Perlu dilakukan evaluasi terhadap
metode sosialisasi kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban dalam
membuat Akta Kelahiran tersebut kepada masyarakat.

Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengurusan
Akta Kelahiran dikemukakan sebagai berikut:

1. Surat keterangan dari yang berwenang, seperti dari dokter, bidan, dukun beranak,
nakhoda, dan pilot pesawat terbang

2. Surat Pengantar Lurah

3. Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua

4. Surat Bukti Kewarganegaraan (SBK) bagi WNI yang telah menjadi warga Negara
Indonesia dan ganti nama

5. Kartu Keluarga (KK)

S9M. Prawiro “Pengertian penduduk: Faktor,komposisi, dan populasi penduduk di Dunia.2020
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Bagi WNA melampirkan dokumen-dokumen asing

Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan:

Manfaat Akta Kelahiran yaitu:

Sebagai wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata, dan
status kearganegaraan seseorang.

Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang
Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah
Masuk sekolah TK sampai perguruan tinggi

Melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI dan Polri
Pembuatan KTP, KK Dan NIK

Pembuatan SIM

Pembuatan passport

Pengurusan tunjangan keluarga

Pengurusan warisan

Penguurusan beasiswa

Pengurusan Pensiun bagi pegawai

Melaksanakan pencatatan perkawinan

Melaksanakan Ibadah Haiji

Pengurusan kematian

Pengurusan penceraian

Pengurusan pengakuan anak

Pengurusan pengangkatan/adopsi
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Pihak Kelurahan Balandai menghimbau masyarakat jika ingin membuat Akta
Kelahiran untuk anaknya harus memperhatikan seperti nama atau tanggal lahir kerna
jika ingin mengganti identitasnya sepeti nama atau merubah tanggal lahir harus
melalui proses yang sangat panjang dan melalui pengadilan untuk mengganti data-
data atau format yang berisi tentang bermetrei®.

Administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenan dengan penyelenggaraan
kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan
yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik,
agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti
luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai
tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan
berhasil guna®.

Kepala seksi bidang Administrasi Kependudukan tidak hanya mengurusi akta
kelahiran adapun juga hal-hal yang ditangani oleh bidang Administrasi
kependudukan adalah pembuatan pengantar, pembuatan kartu pengenal, pembuatan
kartu Kelurga, Akta kelahiran, Akta kematian. Pada Kelurahan Balandai dalam
pengadministrasian penduduk jika ingin pindah dari daerah lain harus memiliki surat
keterangan pindah, dan jika dia sudah menikah dia harus membawa kartu keluarga
asli dan buku nikah. Dikelurahan Balandai jika masyarakat ingin membuat

pengadministrasian penduduk itu secara gratis tidak memungut biaya

6 Rahmawati, Wawancara, 27 September 2022
$2Mariati Rahman, llmu Administrasi, 2017
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2. Pandangan Islam Terhadap pemenuhan Hak Atas ldentitas Anak diKelurahan
Balandai Kota Palopo

Anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri sebagai bentuk
perlindungan terhadap hak anak. Untuk nama anak, Allah Swt telah mengisyaratkan
dalam al-Quran, bahwa anak harus di beri nama, Sebagaimana Quran surah al ahzab

(33) ayat 5.

V_‘.;‘u L';v.m;l.:l; ‘}A.l:uv.’ul.; 45.3 ,\,&M\}Aﬁ_’b\[ v.aj.csT
umuug);m/u%‘wcbr%&w} v@ 3,,;\] Lg

‘)}A&ﬁTblb/ Ey.i{)fé

Terjemahan:

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak
mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui
bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu
seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang
kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ”(QS. al-Ahzab (33):5)

Pada surah diatas memberikan makna bahwa seorang anak berhak
mendapatkan kejelasan nasab adalah kepada bapaknya, kecuali jika anak lahir dari
perzinaan maka nasabnya kepada ibunya. Anak yang dirawat oleh orangtua angkat
juga berhak mendapatkan kejelasan nasabnya, yaitu mengenai orang tua kandungnya.

Adanya pencacatan sipil juga diperlukan sebagai bukti nasab dari seorang anak agar

jelas nasab dari anak tersebut kecuali anak dari hasil zina.
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Terkait pencatatan kelahiran anak oleh Negara, tidak ada nash al-Quran yang
secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang bayi tersebut. Masalah ini
masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antara sesama manusia.Meskipun tidak
diatur ekspisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Islam diatur
bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka
mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib.®®

Identitas anak antara lain ditandai dengan penggunaan kata bin atau binti.
Dengan konsep itu akan ketahuan , seseorang keturunan siapa. Islam tidak melarang
apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa
maslahat bagi anak, tidak ada halangan sedikit pun dalam islam untuk mencatatkan
kelahiran, perkawinan dan kematian. Sejarah sistem administrasi pada zaman Khalifa
Umar Bin Khatab, walaupun pada mulanya hanya melakukan penyusunan dokumen
tersebut pada harta di Baitul Mal, tetapi jika ditelah lebih jauh, maka pencatatan
kelahiran dapat diterapkan karena ada kesesuaian dalam mekanisme pencatatannya.®*

Mengenai adanya masyarakat yang tidak memenuhi hak identitas anak,
perlindungan hak anak dalam keluarga, masyarakat, dan Negara di indonesa
hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip, asas dan tujuan hukum syara’. Imam
al-Syatii memberikan untuk mencapai tujuan syari’at yang bersifat dharuriyyah,

hajjiyyah, dan tahsiniyyah dan berisikan lima asas hukum syara’, khusunya mengenai

%¥Hasanudin, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. Islam memandang Akte Kelahiran dari
kemaslahatannya. 28 April 2004.
**Fathurrahman Djamil, filsafat Hukum Islam, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997),.h.130
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perlindungan atas identitas anak. Terdapat dalam asas berikut ini. Hifdzh al-nash
artinya menjaga keturunan.

Demi menjaga kelestarian umat diperlukan adanya atura yang berkaitan
dengan keberlangsungan atau eksitensi hidup. Sebagai mmenyakhluk yang dipercaya
oleh Allah menjadi khalifa dibumi ini perlu kiranya manusia menyadari, bahwa
populasi sangat diperlukan. Sebagai upaya menjaga amanah dari Allah SWT, untuk
mewujudkan itu semua diperlukan adanya peraturan yang menangani masalah itu,
dalam islam diberlakukan hukum nikah lengkap dengan syarat rukun dan yang
berkaitan dengannya semisal thalaq (cerai), ruju’ (kemali pada istri setelah
menjatuhkan thalaq), A4ufu’(gugatan dari istri minta dicerai suami), dan yang lainnya
seperti larangan zina dan nikah muz'ah (kawin kontrak).®®

Muhammad Bin Ali merupakan Ulama Ushul Figh yang sepakat menyatakan
bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah SWT baik
kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Ulama mujtahid dalam meng-
istinbath-kan (menyimpulkan) hukum dari suatu kasus yang sedang harus berpatokan
kepada tujuan-tujuan syara’ dalam dalam merumuskan hukum sehingga hukum yang

akan ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan umat manusian.®®

S5Fathurrahman Djamil, filsafat Hukum Islam, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997),.130
%Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam,al-Mausu 'ah al-Fighiyyah, jilid ke 4, (Jakarta:PT,
Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1996),. 1108
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C. Hasil Penelitian

Setiap orang pasti membutuhkan suatu identitas untuk bisa mendapatkan
haknya dan untuk dapat menjalankan kewajiban, identitas juga dapat mempermudah
berbagai pesoalan yang ada didunia. ldentitas meneurut kamus besar bahasa inonesia
adalah suatu cirri atau keadaan khusus dan jati diri seseorang. Menurut penulis sendiri
identitas merupakan suatu tanda atau asal- usul seseorang dan hanya memiliki dirinya
sendiri.

Identitas diri merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua orang
tanpa memandang apapu, baikiitu keadaan ekonomi, usia, agama, dan status sosial.
Hak Asasi Manusia disini dimaksudkan dengan suatu hak mutlak yang tidak boleh
dicabut atau diambil oleh siapapun, mencabut Hak Asasi Manusia sama dengan tidak
mengakui dan menghormati harkat dan martabat manusia®’.

Identitas merupakan hak semua orang maka tidak terkecuali juga bagi anak
jalanan yang ada di Indonesia terkhusus di Kota Palopo dalam keadaan apapun,
sekalipun anak jalanan merela juga berhak mendapatkan identitas untuk dirinya.
Anak jalanan adalah sebutan untuk anak tunaisma yang biasanya tidak memiliki
tempat tinggal tetap, tidak memiliki orang tua atau kelaurga, keadaan ekonomi
keluarga yang kurang baik, anak yang terlantar yang biasanya tanpa pengawasan

biasanya banyak menghabiskan banyak waktu di jalanan.

*” Harum Pudjiarto, Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Impleletasinya dalam Hukum
Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999., 27
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Hasil penelitian bagi peneliti yaitu, penelitian menganalisis bahwa pelaksanaan
kewajiban pelaporan dan pengurusan akta kelahiran telah terimplementasi secara
maksimal, disebabkan karena pihak Kelurahan telah menghimbau kepada pihak
RT/RW untuk mengsosialisasikan kepada masyarakat khusunnya kepada Kelurahan
Balandai tentang pentingnya melaporkan kelahiran anak setelah peristiwa kelahiran
anak 3 hari setelah lahir atau paling lambat 15 hari sejak kelahiran.

Pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran dan pengurusan Akta Kelahiran di
Kelurahan Balandai Kota Palopo, telah menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib
dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa
kelahiran anak 3 hari setelah lahir atau paling lambat 15 hari sejak kelahiran.
Pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran dalam bentuk dokumen Akta
kelahiran dapat dilakukan pada tempat domisili penduduk yang bersangkutan namun,
penulisan tempat lahir diakta kelahiran tetap merujuk pada tempat terjadinya
kelahiran penduduk tersebut.®®
Akta Kelahiran sangat penting bagi masyarakat, Adapun fungsi Akta Kelahiran yaitu:
1. Sebagai Bukti Kewarganegaraan dan Identitas Diri Anak

Sebagai anak yang dilahirkan dari orng tua berkebangsaan Indonesia, sudah
sejatinya anak tersebut merupakan warga Indonesia.

2. Mendaftar Sekolah
Setiap warga Negara sejatinya berhak mendapatkan pendidikan yang laik dari

pemerintah, namun untuk mendapatkan hak, tentu ada syarat yang harus dilakukan

$8Rahmawati,Wawancara, 27 Semptember 2022
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terlebih dahulu, salah satunya syarat wajib dilampirkan saat ingin mendaftarkan anak
ke sekolah adalah Akta Kelahiran.
3. Membuat Kartu Kelurga dan Kartu Tanda Penduduk

Kehadiran anak dalam keluarga tentu mengharuskan kita sebagai orang tua untuk
mendaftarkannya dalam kartu kelurga, ketika tumbuh dewasa, tentu ia membuat kartu
tanda penduduk Indonesia dapat dimiliki dan dimliki oleh anak jika tidak ada akta
sebelumnya, jika anak terdaftar dalam kartu keluarga dan tidak memiliki kartu tanda
penduduk, banyak sekali hal yang bisa dilakukan dan proses walaupun hal itu sangat
penting dan mendesak.

4. Melamar Pekerjaan

Jika seseorang ingin melamar pekerjaan persyaratan yang dibutuhkan harus
dilengkapi dan dialmpirkan oleh pelamar adalah Akta®.

Pihak Kelurahan telah melaksanakan upaya untuk memberikan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan anak berupa Akta
Kelahiran untuk sesegera mungkin diurus dan dibuat. Upaya kelurahan Balandai dan
RT RW untuk mengsosialisasikan kewajiban pelapor kelahiran anak dan kewajiban
dalam membuat Akta Kelahiran sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diantaranya
adalah dengan berkordinasi dengan pihak Kecamatan sebagai instansi yang juga

mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pendataan dokumen Kependidikan.

$*Rahmawati, Wawancara, 27 September 202
""Rahmawati, Wawancara, 27 September 2022
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Pihak Kelurahan Balandai menghimbau masyarakat jika ingin membuat Akta
Kelahiran untuk anaknya harus memperhatikan seperti nama atau tanggal lahir kerna
jika ingin mengganti identitasnya sepeti nama atau merubah tanggal lahir harus
melalui proses yang sangat panjang dan melalui pengadilan untuk mengganti data-
data atau format yang berisi tentang bermetrei’.

Kendala Pengadministrasian Kelurahan Balandai pada pengurusan
pengadminsitrasian memiliki kendala pada masyarakat kerna ketidaklengkapan
berkas. Jika kendala itu terjadi, kelurahan Balandai akan memberikan petunjuk
kepada warga untuk melengkapi apa saja yang harus dilengkapi untuk pembuatan
administrasi kependudukan atau memfasilitasi bagaimana solusi ketika warga tidak
mempunyai kelengkapan berkas.

Pihak kelurahan mengatakan bahwa ada beberapa masyarakat jika ingin
membuat identitas kependudukan langsung mengurus kedinas kependudukan tanpa
melalui proses dikantor kelurahan, kerna masyarakat ada yang belum mengetahui,
bahwa jika ingin membuat identitas kependudukan harus memiliki surat pengantar
dari kelurahan.

Pihak Kelurahan telah mengingatkan kepada RT RW untuk menghimbau
masyarakatnya untuk mengurus surat-surat kependudukannya, kerna sekarang jaman
online masyarakar harus memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) kerna segala
pengurusan seperti pembuatan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) harus

memakai NIK, dan pihak kelurahan telah menghinbau pihak RT jika ada warganya

™' Rahmawati, Wawancara, 27 September 2022
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yang betul-betul tidak mempunyai kartu kependudukan untuk dibantu sebagaimana
bisa kerna sekarang tidak ada yang bisa kita urus jika tidak memiliki identitas
kependudukan.Pihak kelurahan selalu berkordinasi kepada pihak RT untuk selalu
turun ke masyarakatnya untuk meninjau apakah warganya sudak memiliki identitas
penduduk atau tidak ada jika tidak ada segera ditinjak lanjuti.”

Kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan menjadi kewajiban
pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam mengakses kebutuhan tersebut.
Selain kemudahan dalam informasi tentang pentingnya dokumen kependudukan, juga
kumudahan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan tersebut. Sehingga
tidak ada kendala bagi masyarakt yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan
dokumen kependudukan khusunya Akta Kelahiran Anak.

Kendala masyarakat dalam melakukan pengadministrasi Kependudukan
dikelurahan Balandai, masyarakat mengatakan bahwa tak banyak kendala yang
dialami ketika mengurus hanya saja terkendala pihak kelurahan kehabisan blangko

sehingga mayarakat harus datang keesokan harinya.”

?Rahmawati, Wawancara, 27 Semptember 2022.
"Cekawati, Wawancara, 5 Oktober 2022
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

()

Berdasarkan hasil Penelitian terhadap Implementasi Undang-Undang
Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai,
Kecamatan Bara, Kota Palopo’’ maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Telah
Terimplementasi secara maksimal. Karena Pihak kelurahan telah melakukan
sosialisasi kepada RT/RW untuk menghimbau masyarakatnya agar memperhatikan
pembuatan identitas kependudukan.

2. Pandangan Islam Terhadap Masyarakat Yang Tidak Memenuhi Hak Atas Identitas
Anakdi Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo yaitu meski tiidak ada
nash al-qur’an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak
tersebut selain sistem administrasi yang pernah diterapkan pada masa Khalifa Umar
Bin Khatib, namun dalam islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan
sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu hukumnya wajib. Islam
tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran

bertujuan membawa masalah bagi anak, oleh karena itu, tidak ada halangan

sedikitpun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran. Sehingga dianjurkan agar
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masyarakat yang belum mengurus Akta Kelahiran Untuk dapat mengurusnya sesuai
dengan ketentuan hukum Negara tersebut.
B.Saran

Penyediaan penunjang tentunya perlu diperhatikan lagi, agar urusan
masyarakat bisa ditangani dengan segera. Salah satu penyedian yang harus diberikan
yaitu blanko, beberapa masyarakay mengatakan bahwa persediaan blanko, beberapa
masyarakat mengatakan bahwa tersediaan blangko hanya sedikit sehingga jika sudah
habis masyarakat terpaksa harus menunggu keesokan harinya lagi untuk kembali
mengurus. Untuk itu instansi kelurahan perlu menyediakan blanko, apabila terlihat
sudah tidak banyak lagi, seharusnya disiapkan persediaan agar tidak kehabisan
sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengurus kepentingan mereka disana.
Kemudian, tugas instansi yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya identitas kependudukan, terutama orang tua yang memiiki anak bayi yang
baru lahir, sebagaimana aturan yang telah berlaku baha anak perlu segera dibuatkan
akta kelahiran 15 hari setelah kelahirannya.
C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka implikasi dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

Penelitian ini  diharapkan agar pihak kelurahan seringkali untuk
mengsosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya mengurus Akta Kelahiran

anak atau identitas kependudukan.
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